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WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR { TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010, ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
Walikota adalah Walikota Pariaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRDdan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.

Pejabat Fengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
(PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolan Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendaha Umum Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen  yang memuat
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelalsanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

BAB 1II
DASAR DAN KRITERIAPERGESERANANGGARAN
Pasal 2

Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan
dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan perundang-
undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis,
sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum
menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi
anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat
perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka
untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan
pergeseran anggaran.



(2)

(4)

(1)

(1)

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dilakukan antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok
belanja, dan antar jenis belanja, serta pergeseran antar obyeck
belanja, dan antar rincian obyek belanja.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam
kolom keterangan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Penjabaran APBD.

Pasal 3

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar
kelompok belanja dan antar jenis belanja, dapat dilakukan karena
adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya
kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan dengan cara merubah peraturan Walikota
tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD.

BAB III
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 4

Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas
sebagai be.ikut:

a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam
rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut
dalam usulan pergeseran anggaran,;

b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis
mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD;

c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti
pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan
oleh TAPD; dan

d. menyusun DPPA-SKPD.



(2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas
sebagai berikut:

a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang
diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;

b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
c. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD

(3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas
sebagai berikut:

a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran
anggaran untuk ditampung ke dalam ranoangan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;

b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran
anggaran;

c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian
rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan
pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan
kegiatan yang sama;

d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian
obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis
belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;

e. menyiapkan rancangan Peraturan Walikota  tentang
Perubahan Penjabaran APBD;dan

f. mengesahkan DPPA-SKPD.

(4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah
memiliki tugas sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan terhadap wusulan pergeseran
anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;

b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-
SKPD;

c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja
dan kegiatan yang sama; dan

d. menyerahkan rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD kepada Walikota untuk
ditandatangani

(5) Dalam Kkegiatan pergeseran anggaran, Walikota memiliki tugas
sebagai berikut:

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului
Perubahan Penetapan Perubahan APBD; dan

b. mengotorisasi rancangan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota
terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.



BAB IV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Februari 2020

V{/M-\ PARJAMAN Jy
/{GENIUS UMAR ﬂ% %

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal ),lf Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI



